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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح



 

, 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ؼ

 Qaf Q ki ؽ



 

, 

 Kaf K ka ؾ

 Lam L el ؿ

 Mim M em ـ

 Nun N en ف

 Wau W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya Y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ



 

, 

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فػَعَلََ -
 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْؿََ -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 



 

, 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قَاؿََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يػَقُوْؿَُ -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 



 

, 

Contoh: 

طْفَاؿَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnahal-munawwarah  الْمَدِيػْنَةَُالْمُنػَوَّرَةَُ -

 talhah    طلَْحَةَْ -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نػَزَّؿََ -

 al-birr  البِرَ -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 



 

, 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

 asy-syamsu الشَّمْسَُ   -   ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

ؿَُالَْْلََ   -   al-qalamu الْقَلَمَُ -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 an-nau‟u النػَّوْءَُ  -   ta‟khużu تََْخُذَُ -

 inna إِفََّ  -    syai‟un شَيئٌَ -

 
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 



 

, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

فػَهُوََخَيػْرَُالرَّازقِِيََْ -  -Wa innallāha lahuwa khair ar  وََإِفََّاللهََ

  rāziqīn 

اِللهَمََْرَاىَاَوََمُرْسَاىَابِسْمَِ -   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الَْْمْدَُلِلهَرَبِّ

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 



 

, 

 Allaāhu gafūrun rahīm اللهَُغَفُوْرٌَرَحِيْمٌَ -

يػْعًالَُلِلَِّا - مُوْرَُجََِ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  jamī`an 

 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Rama Dandi (2023):Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca    

Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus tentang Penolakan Nafkah Anak dari 

Mantan Suami oleh Mantan Istri Di Kecamatan 

Bukit Kapur Kota Dumai) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung 

jawab ayah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam (studi kasus 

penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri di kecamatan Bukit 

Kapur kota Dumai). Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian dengan cara turun 

langsung ke daerah atau tempat penelitian guna untuk mendapatkan data yang 

diinginkan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota 

Dumai, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data 

kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan penelitian di 

lapangan, hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu tanggung jawab ayah 

untuk nafkah anak baik itu dari segi perundang-undangan yang ada di Indonesia 

ataupun berdasarkan perspektif hukum Islam, dikatakan bahwa tanggung jawab 

ayah tersebut adalah suatu hal yang memang harus dilakukan untuk memberikan 

nafkah kepada anaknya setidaknya sampai anak itu tumbuh menjadi dewasa dan 

mandiri. Akan tetapi, di dalam hukum Islam untuk persoalan besaran nafkah anak 

yang harus diberikan ayah tidak diatur, tetapi hendaknya terpenuhi hak-hak anak 

untuk dapat tumbuh dan kembang secara semestinya. Selanjutnya, alasan mantan 

istri menolak nafkah anak yang diberikan oleh mantan suami yang terjadi di 

kecamatan Bukit Kapur kota Dumai, yaitu merasa mampu (sombong) dan nafkah 

yang diberikan mantan suami tidak mencukupi, serta kekhawatiran mantan istri 

akan nafkah anak yang diberikan mantan suami dari penghasilan yang haram, 

serta jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat dirincikan jika alasan 

penolakan adalah merasa mampu dan menganggap pemberian mantan suami 

sedikit untuk nafkah anak, maka hal ini dilarang karena lebih kepada sifat 

menyombongkan diri dan dalam Islam itu suatu hal yang dilarang, karena Islam 

tidak ada menunjukkan secara rinci mengenai besaran yang harus diberikan 

mantan suami untuk nafkah anak. Selanjutnya, untuk alasan penolakan akan 

kekhawatiran nafkah anak yang diberikan didapatkan dari hal yang haram, maka 

hal ini diperbolehkan demi menghidari hal yang mudharat dan mendapatkan 

keselamatan baik bagi diri mantan istri pun juga anak. 

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ayah, dan Nafkah 
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 ملخص
 

َدانديَ) َالمولودَية(:َمسؤول0202راما )دراسةَحالةََعندَشريعةَالإسلـبعدَالطلؽََالوالدَتجاه
 ،َمدينةَدوماي(بوكيتكَابورَمنَالزوجَالسابقَفيَقطاعَةَتلبيةَنفقةَالمولودالسابقَةالزوجَعنَرفض

َالبحثَيهدؼَإلىَمعرفةَ عندَشريعةَبعدَالطلؽََالوالدَتجاهَالمولودمسؤوليةَوتحليلََىذا
بوكيتَََمنَالزوجَالسابقَفيَقطاعَةَتلبيةَنفقةَالمولودالسابقَةالزوجَ)دراسةَحالةَعنَرفضَالإسلـ
الْضورَالمباشرَإلىَمكافََىذاَالبحثَبحثَميدانيَوىوَبحثَمنَخلؿ.َ،َمدينةَدوماي(كابور
َدينةَدومايبمبوكيتكَابورََقطاعىذاَالبحثَفيََفيذوتمَتنللحصوؿَعلىَالبياناتَالمطلوبة.ََالبحث

َالبيانات َجَع َتقنيات َمنَمع َتتكوف َوالمقابلَالتي َالبياناتَوََوالتوثيق.َةالملحظة َتحليل تقنية
َ َالمستخدمة َتقنيىنا َالبياناتََةىي ََالكيفيةتحليل ََالطريقةباستخداـ َنتائجَالاستقرائية. َعلى بناء

َالبحثالبحثَالتيَتمَالْصوؿَعليهاَفيَ سواءَمنََتلبيةَنفقةَالمولودَمسؤوليةَالوالدَأفَهيفَىذا
َبهاَالوالدَىذهَالمسؤؤوليةيقُاؿَأفََ.فيَإندونيسياَشريعةَالإسلـَوالقانوفَالمعتبَحيثَ َيجبَأـَيقوـ

مقدارَنفقةََيوجدَتحديد،َلاَشريعةَالإسلـ،َفيَليصبحَبالغًاَومستقلً.َومعَذلكَحتىَيكبَالمولود
حتىَيتمكنََالمولودَوحاجتوحقوؽََأفَيكفييجبََالوالدَإلاَأفَالنفقةالتيَيجبَأفَيقدمهاََالمولود

النفقةَأسبابَرفضَالزوجةَالسابقةَفإفَمنَ،َذلكَبالإضافةَإلىوَمنَالنموَوالتطورَبشكلَصحيح.َ
الشعورََفهيَبوكيتكَابورَفيَمدينةَدومايقطاعَوالتيَحدثتَفيََالتيَقدمهاَالزوجَالسابقَلمولودهما

بالإضافةَإلىَقلقَالزوجةَالسابقةَبشأفََلذيَيوفرهَالزوجَالسابقَغيركَاؼٍَبالقدرةَ)الغرور(َوالدخلَا
َالزوجَالسابقَمنََالنفقة َالْراـالتيَيقدمها َإلىَشريعةَالإسلـ، كَافَونظرا َإذا َفيمكنَتحديدَما ،

َالزوََوالاتخاذسببَالرفضَىوَالشعورَبالقدرةَ فهذاَحراـَلنوََجَالوالدَقليلبأفَالنفقةَالتيَقدمها
الزوجََأفَيقدمهاالذيَيجبََلايحددَمبلغَالنفقةلفَالإسلـََيميلَإلىَالتكبَوإنوَحراـَفيَالإسلـ،

َبالتفصيلَالسابق َوبالتالي. َمنَالزوجَالسابقَرفضَمنَأسباب، َالمولود َنفقة َلْصوؿََالزوجة قلقا
 رجاءًَللحصوؿَعلىَالسلمةَللزوجةَوالمولود.َالنفقةَمنَالْراـَفهوَجائزَاجتناباَمنَالمضراتَوَ

 



 

, 

ABSTRACT 

 

Rama Dandi (2023): Father's Responsibilities for Children Post-Divorce 

Perspective of Islamic Law (Case Study on Refusal of 

Child Livelihoods from Ex-Husband by Ex-Wife in 

Bukit Kapur District, Dumai City) 

 This study aims to determine and analyze the responsibilities of fathers to 

children after divorce from the perspective of Islamic law (a case study of ex-

husband refusing child Livelihoods by ex-wife in Bukit Kapur district, Dumai 

city). The type of research that researchers use is field research, namely research 

activities by going directly to the area or place of research in order to obtain the 

desired data. While this research was conducted in the Bukit Kapur district, 

Dumai city, with data collection techniques using observation, interviews, and 

documentation.The data analysis technique used is qualitative data analysis 

techniques using inductive methods. Based on research in the field, the results 

obtained in this study are the father's responsibility for providing for the child 

both in terms of existing legislation in Indonesia or based on the perspective of 

Islamic law, it is said that the father's responsibility is something that must be 

done to provide provide for their children at least until the child grows up to be an 

adult and independent. However, in Islamic law the issue of the amount of 

maintenance for the child that must be given by the father is not regulated, but the 

child's rights should be fulfilled to be able to grow and develop properly. 

Furthermore, The reasons for the ex-wife refusing of child Livelihoods by the ex-

husband that occurred in the Bukit Kapur district of Dumai city, namely feeling 

capable (arrogant) and the income provided by the ex-husband was insufficient, as 

well as the ex-wife's concern about the maintenance of the child provided by the 

ex-husband from illegal income , and if viewed from the perspective of Islamic 

law, it can be specified if the reason for refusal is feeling capable and assuming 

that the ex-husband gave little to support the child, then this is prohibited because 

it is more arrogant and in Islam it is something that is prohibited, because Islam 

does not exist shows in detail the amount that must be given by the ex-husband to 

support the child. Furthermore, for reasons of refusal to worry about the child's 

living being provided from unlawful things. 

 

Keywords: Responsibilities, Father, Livelihoods 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata 

anfaqa-yunfiqu-infaqan, yang diartikan dengan pembelanjaan.
1
 Dalam bahasa 

Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.
2
 Kemudian para fuqaha 

mendefenisikan nafkah sebagai biaya yang wajib yang dikeluarkan oleh seseorang 

terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk 

kebutuhan pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti 

alat perabot rumah tangga.
3
 

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas. Anak juga dapat diartikan sebagai periode 

perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, 

periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang 

setara dengan tahun tahun sekolah dasar.
4
 

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung 

jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada 

dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia 

Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian, setelah 

                                                             
1
 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren 

alMunawir,1984),h.1548. 
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770 

3
 Mansari, Analisis Yuridis terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Istri dan Anak, Al-

qadha:Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 9 No 2, Juli-Desember (H.306-

322), P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103 

 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha   
4
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 

1984), hal. 25 

 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha


 

, 

perceraian, anak dominan mengikuti Ibunya dibanding Ayahnya, dan tidak jarang 

anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan 

perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat 

bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri.
5
 

Akibat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yakni:
6
  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi 

keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya 

bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri.  

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan 

meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk 

memelihara dan mendidik anak-anaknya itu semua semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak. Sementara yang bertanggungjawab atas 

                                                             
5
 Wulandari, Zulfahmi Alwi , Musyfikah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua, QaḍāuNā: Jurnal lmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24874 
6
 Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24874


 

, 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ialah 

orang tua laki-laki (Ayah).
7
  

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Nafkah Anak adalah sesuatu yang 

mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada 

anakya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.Sebagai bentuk 

tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan 

anaknya, sesuai dengan Firman Allah di dalam al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 

233:  

  َ   َ  ََ  َََ ََ َ  ََ َ

  َ  َ  َ َ     ََََََ  َََ  َ َ

  َََ  َ ََ َ َ َََ َ َ ََ

 َ  َ ََ  َ  َََ  ََ    َ ََ

َ َ  ََ َ   َ   ََ  ََ  َََ َ

  َ      

 

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

                                                             
7
 Nurrohmathul Jannah , Nurbaedah, Tinjauan Yuridis kewajiban Orang Tua Terhadap 

NafkahAnak Pasca Putusan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri), Mizan: Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022  

https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2569  

https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2569


 

, 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.
8
 

 

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban 

orang tua dan anak, yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:
9
 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-

baiknya.  

2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.  

Dari Ketentuan Undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak 

(kedua orang tua), berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, 

meskipun akhirnya kedua orang tua yang bersangkutan bercerai. Undang-undang 

tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan 

pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dapat dikembalikan kepada ketentuan 

undang-undang Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah Kepala 

Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 

34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

                                                             
8
 Dapertemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang : CV. Toha Putra, 

2008), H. 53 
9
 Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 1 

Tahun 1974 Dalam Pasal 45 



 

, 

kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa yang 

dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak suami (anak bapak)
10

 

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330
11

 menyatakan bahwa : 

 “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau 

sudah (pernah) menikah.”  

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang 

Pemeliharaan Anak Pasal 98
12

 menjelaskan bahwa:  

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan.” 

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi 

Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku 

hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah 

cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun 

atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.  

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi 

Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 

(D) jika terjadinya perceraian
13

 : 

                                                             
10

 Masrukhin, Meliana Damayant, Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam 

Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta), 

Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E), Fakultas Syari'ah IAIN 

Surakarta,Vol.5, Nomor1,2020  

,https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794 
11

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330 
12

 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 
13

 Ibid, 105 dan Pasal 156 (D) 

https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794


 

, 

Pasal 105 bahwa: 

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya. 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. 

3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 (D) bahwa: “Semua 

biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat 

mengurus diri sendiri (21 tahun)”  

 Dalam ketentuan lain memberikan kelonggaran kepada ayah terkait biaya 

hadhanah. Pasal 156 huruf (f) menyebutkan Pengadilan dapat pula dengan 

mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan 

dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa biaya hadhanah yang dibebankan kepada ayah tidak terlepas dari 

kemampuan seorang ayah.
14

 

Kemudian Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-

anaknya yaitu: Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah 

dewasa dan sehat, nafkah dari orang tuanya tersebut menjadi gugur. Akan tetapi 

nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali 

ia sudah menikah. Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang 

ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah 

                                                             
14

 Muhmmad Rizal, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan 

Anak Pasca Perceraian, Al- ahkam: Jurnal Syari‟a dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021 

https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/170  

https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/170


 

, 

menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya. 

Ketiga, Imam al-Syafi‟i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu 

menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak lakilaki maupun 

anak perempuan. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak 

yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak 

tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.
15

 

 Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum 

baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.
16

 Sedangkan Menurut Jurnal 

yang ditulis Betra Sarianti yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar 

Nafkah Anak Pasca Perceraian”, yakni Perceraian orang tua mempunyai akibat 

hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawabatas 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah 

kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas di tengah 

masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-hak 

sebagai anak dari orang tua yang bercerai.
17
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 Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, 

(Bandung:Hashim, 2015), h. 139. 
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 Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan 
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, 

Namun sangatlah berbeda di beberapa kasus yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, yang mana kedua orang tua 

yang sudah sah bercerai di pengadilan Agama dan ketika seorang ayah ingin 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui mantan isteri, akan tetapi 

pemberian nafkah tersebut ditolak oleh mantan isteri dengan berbagai alasan yang 

penulis dapatkan Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan satu 

pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan mempunyai dua orang anak yang 

pertama berjenis kelamin Perempuan berusia enam tahun dan yang kedua berjenis 

kelamin Laki-laki dari hasil pernikahan mereka, adapun hasil dari wawancara 

awal, yakni sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan ibu yuliana:
18

 

Saya menolak pemberian nafkah anak dari mantan suami karena saya 

merasa lebih mampu dari mantan suami, lagian pemberian dari mantan suami itu 

sangat sedikit dan yang pastinya tidak cukuplah untuk memenuhi biaya anak, dari 

pada kedepannya saya mendengar bahasa sumbang yang keluar dari mulut 

keluarganya, lebih baik saya yang menanggung semua nafkah anak sampai besar. 

Anak saya dua orang yang pertama perempuan berusia enam tahun yang kedua 

laki-laki berusia tiga tahun. 

 

Hasi wawancara dengan bapak Alfian:
19

 

Nafkah saya di tolak dengan berbagai alasan di antaranya saya di bilang 

memberikan uang yang sedikit, saya transferpun dikembalikan lagi, dan 

kemudian saya di larang untuk bertemu dengan anak-anak saya, hasilnya tidak 

bisa bertemu dengan anak untuk saat ini. Tapi saya yakin kalau anak sudah besar 

pasti akan mencari saya sebagai ayahnya untuk menjadi wali nikah nanti. 

 

pada dasarnya menurut hukum Islam dan hukum Negara adalah ayah 

wajib memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian sampai anak tersebut 
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Yuliana, Mantan Istri, wawancara awal, Bukit kapur, 28-4-2023 

19
 Alfian , Mantan Suami, wawancara awal , Bukit kapur, 29-4-2023 

 



 

, 

dewasa atau bisa berdiri dengan sendirinya, Hal hasil mantan istrilah yang 

membiayai semua kebutuhan anak dan mantan suami juga di larang untuk 

bertemu dengan anaknya, sehingga anak ketika sudah dewasa akan membenci 

ayah kandungnya sendiri akibat dari prilaku ibunya (mantan istri). Ketika Penulis 

melihat gejala-gejala prilaku dalam kehidupan sosial serta berdasarkan wawancara 

awal penulis kepada mantan suami dan mantan istri. Penulis melihat kejadian 

tersebut bertentang dengan nilai-nilai hukum islam, maka menurut Penulis 

permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti, maka penulis mengangkat 

permasalah tersebut dengan judul Tesis: “Tanggung Jawab Ayah terhadap 

Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan 

Nafkah Anak dari Mantan Suami oleh Mantan Istri Di Kecamatan Bukit 

Kapur Kota Dumai)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas. Maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis hukum Islam tentang penolakan pemberian nafkah mantan suami 

kepada anak oleh mantan isterinya; 

2. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif 

hukum Islam; 

3. Kebencian mantan isteri kepada mantan suami sehingga menolak nafkah yang 

akan diberikan kepada anak-anak tersebut; 

4. Konsep kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak pasca 

perceraian; 



 

, 

5. Alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami; 

6. Banyaknya wanita karir yang memiliki pendapatan lebih besar dari mantan 

suami sehingga tidak perlu lagi uang nafkah anak dari mantan suami; 

7. Perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari mantan 

suami oleh mantan istri; 

8. Di dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah 10 orang yang terdiri dari 

lima (5) Ibu-ibu yakni mantan istri , lima (5) Bapak-bapak yakni mantan suami 

yang berdomisi di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan permasalahan yang 

di bahas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak 

pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, alasan mantan istri menolak 

nafkah anak dari mantan suami, dan perspektif hukum Islam tentang alasan 

penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas 

lebih focus dalam penelitian ini, dapat penulis dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam 

perspektif Hukum Islam? 

2. Apa alasan mantan istri menolak nafkah anak dari mantan suami di Kecamatan 

Bukit Kapur? 



 

, 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang alasan penolakan nafkah anak dari 

mantan suami oleh mantan istri di Kecamatan Bukit Kapur? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, 

ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab ayah terhadap nafkah 

anak pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan mantan istri menolak nafkah anak 

dari mantan suami. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif hukum Islam tentang alasan 

penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh mantan istri. 

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, 

khususnya masalah-masalah yang kemungkinan muncul kedepannya terkait 

tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. 

2. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang hukum 

Islam (M.H), konsentrasi Hukum Keluarga pada program Pascasarjana UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk pembaca. 

Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan 

pemikiran di bidang hukum keluarga, khususnya dalam masalah  nafkah 

dan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian menurut hukum 



 

, 

islam. Sedangkan secaca praktis, hendaknya dapat dijadikan landasan dan 

pedoman untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

F. Sistematika Penulisan  

BAB II  : Kajian Teori 

A. PECERAIAN 

B. NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN 

C. Hukum Islam 

D. Penelitian Relevan 

BAB III  : Metode Penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

B. Sumber Data 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data 

BAB IV : Pembahasan dan Hasil  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

B. Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak 



 

, 

C. Alasan Penolakan Mantan Isteri terhadap Nafkah Anak dari 

Mantan Suami Pasca Perceraian 

D. Perspektif Hukum Islam tentan Alasan Penolakan Nafkah 

Anak oleh Mantan Istri dari Mantan Suami 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan. 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Perceraian  

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yangsama 

dengan talak dalam istilah fikih yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau 

bubarnya hubungan perkawinan.
20

 

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, menerangkan 

bahwa “talak menurut bahasa adalah putusnya ikatan. Adapun menurut 

istilah,talak adalah putusnya akad nikah karena lafadh cerai dan semisalnya”.
21

 

Sayyid Abi Bakar  asy-Syata' dalam kitab I'ânatut  Thâlibîn menyebutkan bahwa, 

“talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah 

hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri”.
22

 

Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  perkataan 

talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang 

khusus.  Talak  menurut  arti  yang  umum  adalah  segala  macam  bentuk  

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun 

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya 

salah seorang dari  suami  atau  istri.  Talak  dalam  arti  yang  khusus  adalah  

perceraian  yang dijatuhkan oleh suami.
23
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, 

Di dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena thalaq atau gugatan 

perceraian. Bentuk dari perceraian ialah thalaq, khulu‟, zihar, lian, syiqaq dan 

fasakh. Dalam Undang-undang di jelaskan thalaq dapat diartikan secara harfiah 

adalah cerai, namun cerai dalam Undang-undang dapat berbentuk thalaq, khulu, 

syiqaq, dan lian.
24

 Kematian bukanlah termasuk suatu putusnya perkawinan dalam 

Islam karena perkawinan bersifat abadi sampai kehidupan di akhirat. Hanya saja 

kematian dapat membebaskan suami atau istri kawin dengan orang yang ia 

kehendaki.  

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan pasal 38 UndangUndang 

Perkawinan. Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan 

konsern Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan 

sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
25

 

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang susah disembuhkan 
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, 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar 

kemampuannya 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

e. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik thalaq.  

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
26

 

2. Dasar Hukum Perceraian  

Islam mensyari‟atkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, 

dengan dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga 

mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang 

untuk sekedar melepaskan hawa nafsu saja. Adapun yang menjadi Dasar 

hukum Perceraian adalah telah dijelaskan dalam al-Qur‟an dan hadits yaitu:  
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, 

a. Qur’an Surah At-Thalaq ayat 1 : 

  ََ  ََ َ َ  َ  َ ََ

 ََ  َََ   ََ ََ  َََ

 َ َ   ََ ََََ َ  ََََ َ

  ََََ ََ َ ََ       

 

Artinya : 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. Itulah hukumhukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak 

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.
27

 

Yang di maksud dengan “ menghadapi „iddah yang wajar” dalam 

ayat tersebut adalah istri-istri tersebut hendaknya dithalaq ketika suci dan 

belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” 

adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan 

tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud 

dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk 

kembali apabila thalaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. 
28
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, 

b. Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 231 

  َ َ  َ  َ َ  َ ََ  َ

  ََََ  َ  ََ َ  ََََ

  َََ َ ََ ََ   َ ََ  َ َ

 َ ََ  َ    َ َ ََ  ََ  ََ

َ َ      

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 

akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang 

ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf 

(pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 

kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya 

mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan 

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah 

padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu 

Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan 

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.
29

 

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa merujuk dengan cara 

yang ma‟ruf yaitu suami menunaikan hak istri, misalnya nafkah, kalau 

suami tidak sanggup menafkahi istri, berarti ia tidak sanggup menunaikan 

batasan ma‟ruf dan ia harus menalak istrinya. Kalau ia tidak mau 

menalaknya maka hakimlah yang menjatuhkan thalaq sebagai gantinya 

karena istri pasti menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak 

                                                             
29
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, 

sanggup menafkainya.
30

 perceraian itu menjadi hak bagi yang 

memilikinya, dalam hal ini maka suami dituntut untuk tidak berbuat 

kemudharatan kepada istri atau memiliki niat untuk menyakiti, karena 

apabila suami melakukan perbuatan tersebut suami termasuk orang-orang 

yang zalim terhadap dirinya sendiri. 

c. Hadits Nabi 

َبْنَِالْوَليِدَِالْوَصََّ ثػَنَاَمَُُمَّدَُبْنَُخَالِدٍَعَنَْعُبػَيْدَِالِلَِّ َحَدَّ كََثِيُرَبْنَُعُبػَيْدٍَالِْْمْصِير ثػَنَا َعَنَْحَدَّ افيِّ
َبْنَِعُمَرََقَاؿمَُُارِبَِبْنَِدِثََرٍَعَنَْ  عَبْدَِالِلَِّ

َالطَّلَؽَُقَاؿََ َُعَلَيْوَِوَسَلَّمََأبَػْغَضَُالَْْلَؿَِإِلَىَالِلَِّ َصَلَّىَالِلَّ  31َرَسُوؿَُالِلَِّ
 

Artinya:  Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi 

berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid 

dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin 

Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang 

paling dibenci Allah adalah talak." 

 

Secara tidak langsung dari ayat dan hadits tersebut menyatakban 

bahwa, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga 

mengarapkan agar proses perceraian juga tidak dilakukan oleh pasangan 

suami istri.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak. talak 

diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam 

salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Talak itu bisa wajib,haram, 

mubah dan juga bisa sunnah. Talak wajib adalah thalak yang bertujuan 
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, 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri jika 

masing-masing melihat bahwa thalaq adalah satu-satunya jalan untuk 

mengakhiri perselisihan. Demikian menurut para ulama penganut madzhab 

hanbali. Talak yang diharamkan adalah thalaq yang dilakukan bukan 

karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan 

membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak 

memberikan kebaikan bagi keduanya. Talak yang mubah adalah thalaq 

yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena 

buruknya perangai si istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal-hal 

yang buruk lainya. Sedangkan talak yang disunnah kan adalah talak yang 

dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak 

Allah yang harus di embannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban 

lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk 

menyadarkannya akantetapi ia tetap tidak meghendaki perubahan.
32

  

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan 

sebagaimana berikut
33

 : 

a. Mukallaf 

  Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan 

istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal 

sampai usia belasan tahun) dan berdasarkan pilihan sendiri. Tidak sah 
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, 

talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik 

talak menggunakan kalimat tegas dan bergantung, seperti perkataan 

anak kecil: “jika aku baligh istriku tercerai” atau seorang yang gila 

yang berkata “jika aku sadar maka engkau tercerai”, perceraian tidak 

terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi 

sadar. Jika thalaq mereka diterima atau di anggap sah berarti kita 

menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun 

thalaqnya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda 

sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamr 

tidak sah hukumnya. 

b. Pilihan Sendiri  

Tidak sah thalaqnya orang yang dipaksa tanpa didasarkan 

kebenaran dengan alasan karena sabda Nabi Saw : 

َبَكْرٍَ َأبَوُ ثػَنَا َحَدَّ َسُوَيْدٍ َبْنُ َأيَروبُ ثػَنَا َحَدَّ َالْفِرْيََبِر َيوُسُفَ َبْنِ َمَُُمَّدِ َبْنُ َإِبػْرَاىِيمُ ثػَنَا َحَدَّ
َبْنَِحَوْشَبٍَعَنَْأََ َعَنَْشَهْرِ َقَاؿََالْْذَُلير َالْغِفَاريِِّ َصَلَّىَالِلََُّعَلَيْوَِ بَِذَرٍّ قَاؿََرَسُوؿَُالِلَِّ

وَالنِّسْيَافََوَمَاَاسْتُكْرىُِواَعَلَيْوَِ وَسَلَّمََإِفََّالِلَََّتَجَاوَزََعَنَْأمَُّتِيَالَْْطأَََ
َ34

. 
َ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad 

bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada 

kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada 

kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu 

Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari 

umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan 

sesuatu yang dipaksakan kepadanya." 
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, 

Kemudian mengenai ungkapan cerai (sighat thalaq) terbagi 

kedalam beberapa jenis antara lain:
35

 

a. Ungkapan thalaq dengan bahasa jelas (sharih)  

b. Ungkapan thalaq dengan sindiran (kinayah)  

c. Talak dengan isyarat.  

d. Talak dengan tulisan dan tangan 

 e. Talak bebas dan bergantung 

 f. Sighat thalaq pada yang masa akan datang. 

3. Akibat Putusnya Perkawinan  

   Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh 

keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil 

perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas.
36

 Akan tetapi bahwa  

biaya pemeliharaan serta pendidikan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 

ayat (2 UU Nomor 16 Tahun 2019) mengenai Perkawinan menegaskan 

bahwa bapaklah yang mempunyai tanggung jawab untuk seluruh biaya 

pemeliharaan serta pendidikan yang dibutuhkan anak itu, tetapi jika bapak 

terbukti tidak mampu guna menjalankan kewajiban itu maka pihak 

pengadilan bisa menetapkan jika ibu juga menanggung biaya itu.
37

 

   Sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

                                                             
35

 Ibid, h. 264-274 
36

 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: 

Liberty,1982) h.221 
37

 I Putu Yoga Febrian Cahya, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawati, 

Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian, 

Jurnal Interpretasi Hukum, ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3–Desember 2021, Hal. 520-524 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum  

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum


 

, 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila 

mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka 

pengadilan memberikan putusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isterinya.
38

 

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka 

dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, 

dan mantan suami/isteri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum 

terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap 

harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang 

lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur 

dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi 

hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak-hak asasi 

manusia.
39
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, 

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum islam di nyatakan 

bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

masa „iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba‟in atau nuysuz dan 

dalam keadaan tidak hamil.  

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila 

qabla al-dukhul.  

d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya 

pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
40

 

  Akibat perceraian karena cerai gugat di atur dalam Pasal 156 kompilasi 

hukum islam menyatakan bahwa: 

a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. 

b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya.  

c. Apabila pemegang hadhanah ternayata tidak dapat menjamin keselamat 

dan jasmani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 

maka atasa permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat 

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

hadhanah pula.  
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, 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) 

dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak 

yang tidak turut padanya.
41

 

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian 

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para 

orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan 

kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan di 

mintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugrah yang telah diberikan 

kepadanya.
42

  

Secara umum anak adalah seorang yang lahir dari rahim seorang ibu 

sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian 

dalam islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif 

dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang 

berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Al-Qur‟an menyebutkan 
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bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rezeki 

yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak 

diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana 

ditegaskan dalam surah al-Isra ayat 70 yang berbunyi: 

ََ َ َ  َ   ََ َ    َ    َ َ   َ

   َ ََََ      

 
Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan.
43

 

 

2. Macam-macam anak 

a) Anak Luar Kawin Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari 

hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada 

larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa 

diakui secara sah oleh ayahnya (pasal 280 KUH Perdata). Hubungan 

antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali 

anak itu overspelig atau bloedsrhenning (anak zina) antara ayah dan anak 

hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (pasal 280 KUH 

Perdata). 
44
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b) Anak yang Lahir Selama Perkawinan Anak yang lahir selama 

perkawinan yakni yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan yang sah adapun anak yang dilahirkan 

sebagai akibat perkawinn yang sah. Oleh karena itu anak sah tidak dapat 

dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah.
45

 

c) Anak Angkat (Adopsi) Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu 

perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, 

sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang 

diangkat timbul suatu hubungan hukum.
46

 

3. Pengertian Nafkah 

Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan dan 

kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata 

nafkah adalah Nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan 

atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya 

nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang laiinya. Adapun nafkah 

menurut syara‟ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal 

makanan, pakaian dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu 

hanyalah makanan, termasuk dalam artian makanan adalah roti, lauk dan 

minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk 

menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, 
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, 

perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai 

adatdan kebiasaan umum.
47

 

Yang dimaksud nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri yng 

meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat meskipun istri adalah 

orang yang kaya.
48

 

 Para ahli fikih mazhab Hanafi mendefenisikan, nafkah ialah 

memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Para 

ahli fikih mazhab Syafi‟i mendefenisikan, nafkah ialah mengeluarkan harta 

dalam kebaikan. Sedangkan menurut defenisi para ahli fikih mazhab 

Hambali, nafkah ialah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan 

berupa roti, lauk dan pakaian.
49

 

 Dapat penulis ambil kesimpulan, bahwa nafkah ialah segala sesuatu 

yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami 

terhadap isteri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab 

untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya. Oleh 

sebab itu, masalah nafkah ini menjadi masalah yang sangat pokok dalam 

kehidupan. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan 

rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu 

kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan 

menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga 
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, 

memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan 

mempengaruhi pola berfikir seorang anak. 

 

4. Dasar Hukum Nafkah 

 Legitimasi nash tentang dasar hukum nafkah tercantum dalam 

beberapa ayat al-Qur‟an dan hadist Rasulullah yang menjadi dasar legitimasi 

hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajibankewajiban yang 

timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah 

disini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk 

memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anakanaknya. Islam mewajibkan 

bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya selama mereka masih lemah 

untuk bekerja dan berusaha.
50

 

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, sebagaimana terdapat 

dalil-dalil yang terkandung dalam al-Quran dan juga hadis Rasulullah Saw di 

antaranya yaitu sebagai berikut : Al-Qur‟an Surah at- Thalaq Ayat 7. 

Dalam membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai keluarga yang 

bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban 

suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7 : 

  ََ  ََ  ََ ََ  َ   َ  َ َ ََََ

ََ  ََ َ ََ  ََ ََ ََََ 
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Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
51

 

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang 

kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan 

bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki 

untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar 

kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak 

istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan 

rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia 

memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber 

yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu 

janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan 

suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.
52

 

Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang 

kedudukan suami isteri bahwa: 

1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  
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, 

2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan 

masyarakat. 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
53

 

Diantara ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang nafkah adalah Surah 

Al-Baqarah ayat 233: 

َ  َ   َ  ََ  َََ ََ َ  ََ

 َ  َ َ  َ  َ     َََََ َ  َََ

  َ َ   َََ َ ََ َ  ََََ َ

 َََ َ  َ ََ َ  َََ ََ

    َ َََ َ  َ َ َ  َ    ََ  َ

َ ََََ  َ ََ  
Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.
54
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, 

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. 

Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang 

lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang 

ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi 

pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan 

mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa 

nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan 

disandang oleh sang anak.
55

 

a. Hadits Rasulullah 

َُعَنػْهَا َعَنَْعُرْوَةََعَنَْعَائِشَةََرَضِيََالِلَّ ثػَنَاَسُفْيَافَُعَنَْىِشَاٍـ ثػَنَاَأبَوَُنػُعَيْمٍَحَدَّ   حَدَّ

َأَبَاَسُفْيَافََرَجُلٌَشَحِيحٌَفػَهََ َُعَلَيْوَِوَسَلَّمََإِفَّ َصَلَّىَالِلَّ رـَمُعَاوِيةَََلِرَسُوؿَِالِلَِّ َقَالَتَْىِنْدٌَأُ لَْعَلَيَّ
 56َجُنَاحٌَأَفَْآخُذََمِنَْمَالِوَِسِرًّاَقَاؿََخُذِيَأنَْتَِوَبػَنُوؾَِمَاَيَكْفِيكَِبِالْمَعْرُوؼَِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari 

'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Hindun, ibu dari 

Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 

yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari 

hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau 

bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar 

apa yang patut untuk mencukupi kamu".  

Maksud hadits diatas adalah silahkan kepada sang istri untuk 

mengambil harta suaminya sesuai dengan nafkah para wanita sekelasmu dan 

sesuai dengan kondisi keuangan suamimu, tanpa ada pemborosan dan 
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, 

pemelaratan. Memberi nafkah kepada anak keturunan menjadi wajib dengan 

tiga syarat : Karena fakir dan masih kecil , Atau karena fakir dan lumpuh, 

Atau karena fakir dan gila. 

5. Macam-Macam Pemberian Nafkah  

Ulama fiqh sepakat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah 

yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat 

tinggal. Ulama fiqh membagi nafkah ada dua macam: 

a. Nafkah Diri Sendiri  

Seseorang harus mendahulu kan nafkah untuk dirinya sendiri daripada 

untuk orang lain, seperti sabda Rasululah SAW: 

 

َ َاىَّلِكَ َعَنْ َفَضْلٌ َفَافْ ,َ َىَلَكَ َفَلَ َشَيْءٍ َفَضْلَ َفَافْ ,َ َعَلَيػْهَا َفػَتَصَدَّؽَ َبنِػَفْسِكَ شَيْءٍَابََدَ
57ََفَلِذيَقرُابػَتُكََ

Artinya : “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang 

berada dibawah tanggungjawab mu”.(HR. Muslim) 

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain 

 Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli 

fiqh, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:  

a) Hubungan Perkawinan  

Hubungan perkawinan adalah suami diwajibkan memberi 

nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat 

tinggal dan lain sebagainya menurut keadaan tenpat dan kemampuan 

suami 
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b) Hubungan Kekerabatan  

Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya bernafkah 

antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan bernafkah ada 

dua macam yakni kekerabatan kelahiran yaitu kekerabatan antara Ushul 

dan Furu‟. maksud Ushul disini adalah seluruh orang tua dimulai dari para 

bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud Furu‟ 

disini adalah para anak,cucu dan seterusnya ke bawah. Sedang yang kedua 

adalah kekerabatan yang bukan keturunan. Menurut mazhab hanafi, 

maksudnya adalah kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikah, 

yaitu seluruh muhrim dan mereka disebut dengan sisipan. Mereka adalah 

para saudara (laik-laki atau perempuan) beserta anak-anaknya, para paman 

atau para bibi (dari bapak dan dari ibu).
58

  

c) Hubungan kepemilikan 

 Hubungan kepemilikan yang dimaksud adalah binatangbinatang 

suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing 

penjaga dan sebagainya. Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan 

menanggung (tidak diberi makan) kalau yang diharapkan hanya makanan 

yang diberikan oleh tuannya. Demikian pula hukumnya binatang 

peliharaan yang lain, baik binatang ternak atau bukan. Apabila binatang-

binatang itu sanggup mencari makan sendiri, tidaklah wajib memberi 

makannya.
59
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6. Sebab Wajib Memberi Nafkah  

a. Sebab pernikahan  

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah 

menurut kesanggupannya. Syafi‟i mengatakan yang dimaksud nafkah disini 

ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah 

orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup 

memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku dinegeri tempat dia 

hidup kepada istrinya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu 

rithal daging. Selain itu, juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan 

wajar dilingkungannya. Dan jika suami itu seseorang yang berada, maka ia 

berkewajiban memberi isterinya dua mud. Juga lauk dan daging yang 

jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia 

juga harus memberi minyak dan sisir. Dan menurut Abu Hanifah bagi orang 

yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan tujuh sampai 

delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan 

memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.
60

 

b. Sebab Keturunan  

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan 

demikian maka wajib bagi seorang bapak untuk mencukupi kebutuhan 

keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada 

Rasulullah Saw. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak 
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 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2006), h.384 



 

, 

memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya, 

Apakah yang demikian ini memudharatkan saya?” Beliau menjawab: 

َوَيكُْفَىَنبَيِّكََ.َمُتػَّفَقٌَعَلَيْوَُ  61َخُذَْىَمِنَْمَاَلَوَُبَاَمُبَالَمَعْرِؼَْمَاَيَكْفِكر
Artinya: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk 

mencukupi keperluanmu dan anakmu”.(HR.Bukhari Muslim) 

 

Hadits di atas menunjukkan akan wajibnya nafkah seorang suami pada 

istrinya. Bahkan hal ini menjadi ijma‟ (kesepakatan para ulama). Ayah 

wajib memberi nafkah pada anaknya. Kewajiban nafkah ini ada selama 

anak tersebut, masih kecil dan baligh namun dalam keadaan sakit atau 

masih belum mampu mencari nafkah, jika anak tersebut sudah baligh dan 

sudah mampu dalam mencari nafkah, maka gugurlah kewajiban nafkah 

dari ayah. Jika ada suami yang punya kewajiban memberi nafkah pada istri 

lantas tidak di beri karena sifat pelitnya, maka istri boleh mengambil 

hartanya tanpa sepengetahuannya. Karena nafkah pada istri itu wajib. 

7. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian  

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang 

sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh anak 

jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi 

nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah 
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, 

bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah 

mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.
62

 

 Dalam al-Qur‟an dan hadits tidak diterangkan dengan tegas masa 

berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada 

isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para 

ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak 

dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa 

hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini 

dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah 

anak:  

a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak 

membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan 

makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai 

dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat 

pada usia 9 tahun.  

b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada 

anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk 

mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban 

seorang ayah.  

c. Ulama Syafi‟iyyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal 

pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah 

dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya. 

                                                             
62

 Hamdani, Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta 

: Pustaka Amani, 2002), h. 318 



 

, 

d. Ulama Hanbalilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik 

laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah 

mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari 

mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya 

berselisih maka anak disuruh memilih.
63

 

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. 

Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam Madzhab 

berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak 

mempunyai pekerjaan.  

Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat 

dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari 

orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga 

pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap 

memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh 

suaminya.
64

 

Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi‟i yaitu nafkah anak yang 

sudah dewasa gugur dari kewajiban orang tuanya, baik anak tersebut lakilaki 

maupun perempuan. Manakala Imam Hambali berpendapat nafkah anak yang 

sudah dewasa tetap menjadi kewajiban ayahnya jika anak tersebut tidak 

memiliki harta dan pekerjaan. Walau bagaimana pun, para Imam madzhab 

sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka 

nafkahnya tetap menjadi kewajiban ayahnya. Apabila sakitnya sembuh, lalu 

                                                             
63

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adilatuhu, Op.Cit, h. 79-81 
64

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin abdurahman Ad -Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab, 

(Bandung:Hasyimi Press,2004), h. 414 



 

, 

sakit lagi, maka kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya, kecuali 

menurut pendapat Imam Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya 

sendiri.
65

 

Menurut pendapat Hanafi, Syafi‟i dan Hambali apabila anak 

perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka 

kewajiban memberi nafkah kembali kepada ayahnya. Imam Maliki 

berpendapat sebaliknya. 

 Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah 

adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 

156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan 

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri 

(21 tahun). 

8. Kadar Dan Ukuran Pemberian Nafkah  

Nafkah anak tersebut diberikan sesuai kadar kemampuan dengan 

jangka waktu sampai anak berusia dewasa atau mencapai usia 21 tahun ketika 

sudah mampu mengurus diri atau anak sudah mampu menikah, sehingga 

dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidpan dari 

orangtua khususnya ayah, maka ayah tidak boleh melalaikan 

tanggungjawabnya dengan sengaja. Hal itu telah diatur dalam Pasal 156 huruf 

(d) KHI bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung 
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, 

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”
66

 

Pendapat golongan Syafi‟iyyah dalam menetapkan jumlah nafkah 

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga 

memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya 

ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin 

ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud. 
67

 

Golongan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa 

agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada 

ijtihad masing-masing hakim didaerahnya, suami wajib memberi nafkah 

kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-

mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang 

diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini 

berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah 

nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau 

miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya.
68

 

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar ukuran 

pemberian nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak 

secara al-ma‟ruf. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka 

                                                             
66

 Riyan Ramdani , Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 

Iddah, dan Nafkah Mut‟ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, ADLIYA: Jurnal 

Hukum dan Kemanusiaan – ISSN: 1978-8312 (p), 2657-2125 (e) Vol. 15, no. 1 (Maret 2021), 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/1187  
67

 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, Penerjemah: Abdul Ghoffar (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2016),h. 482 
68

 Abdullah Zaki Alkaf, Terjemah Fiqih Empat Madzhab, (Bandung : Hasyimi, 2013), h. 

388-389 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/1187


 

, 

nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam 

hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur 

dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Adapun tidak 

ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak 

mampunya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini 

hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta-fakta yang terjadi, baik 

dari pengakuan masing-masing pihak atau para saksi. Sehingga hal tersebut 

bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan adil kepada 

para wanita yang diceraikan. Allah telah mewajibkan agar di beri mut‟ah. 

Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan 

yang sangat bijaksana agar mut‟ah itu diberikan dengan ukuran yang patut 

(ma‟ruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya 

memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.
69

 

9. Hak Kewajiban Pemberian Nafkah Anak 

 Nafkah anak hukumnya wajib artinya seorang ayah harus 

menanggung nafkah anak karena sebab kelahiran. Sebagaimana wajibnya 

nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.  

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk 

anaknya juga diatur dalam pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwasanya semua biaya penyusuan anak tanggung 

jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal, 
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, 

maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki 

kewajiban memberi nafkah bapak atau walinya.  

Apabila telah terjadi perceraian maka bapak tetap berkewajiban untuk 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan 

istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena 

semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya 

pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang 

diperlukan. Selanjutnya mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap 

kedudukan,hak dan kewajiban anak terdapat dalam pasal 156 Kompilasi 

Hukum Islam sebagaimana berikut:  

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari 

ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan 

oleh kerabatnya. 

b. Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih mendapatkan 

hadhanah dari ibunya atau bapaknya. 

c. Apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat 

menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat 

memindahkan kepada pengadilan agama untuk memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat yang lain.  

d. Bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai 

kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
70

 

 Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, sebagaimana berikut: 
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, 

a. Orang tua yang tergolong mampu untuk memberi nafkah atau 

mampu bekerja.  

Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak 

mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak 

berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia 

berkewajiban memberi nafkah kepada anak sedangkan diri sendiri 

meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak 

mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih.  

Ulama malikiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja 

untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun 

masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk 

menafkahi anaknya yang juga miskin. 

b. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak 

mampu untuk bekerja. 

1) Anak kecil, artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau 

usia bekerja. Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak 

wajib memberikan nafkah memberinya nafkah kecuali jika anak 

tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja , baik karen idiot, 

dungu, atau karena catat, baik buta atau sebab sedang mencari ilmu 

, karena memang banyaknya orang pintar memang susah mencari 

pekerjaan atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja. 

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama. 



 

, 

Mereka tetap mewajibkan nafkah bagi anak-anak yang sudah 

dewasa namun miskin meskipun ia sehat.  

2) Perempuan, artinya anak perempuan yang fakir nafkahnya 

ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan 

kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih 

kepada suaminya. Akan tetapi, apabila ia bercerai dengan 

suaminya maka tanggung jawab itu kembali kepada ayahnya. 

c. Tidak berbeda agama menurut hanabillah 

 Jika berbeda agama dalam sambungan nafkah maka anak tidak 

berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah 

itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi 

anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori 

kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya baik anak 

maupun orang tua tidak berhakmendapatkan nafkah karena menurut 

mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk 

dalam kategori ahli waris.
71

 

C. Hukum Islam 

1. Definisi Hukum Islam 

Definisi hukum menurut hukum positif adalah peraturanperaturan 

yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambilnya tindakan 
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berupa sanksi dengan hukuman tertentu.
72

 Sedangkan hukum dalam ruang 

lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syari'at Islam 

dan fikih Islam. Syari'at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang 

fikih Islam diterj emahkan dengan Islamic Jurisprudence. Di dalam bahasa 

Indonesia untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau 

hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau 

kadang-kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan fikih, fikih adalah 

pemahaman tentang syari'at.
73

 

Dengan demikian Islam dan hukumnya yang bersifat abadi dan kekal 

mempunyai dua bentuk ajaran, yakni ajaran dasar dan ajaran non dasar. 

Ajaran dasar adalah ajaran yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah, mutlak 

dan bersifat dogmatis Ajaran ini biasanya disebut ajaran yang pasti Qath'i. 

Sedangkan ajaran non dasar ada adalah ajaran yang nisbi, relatif, tidak tetap, 

boleh berubah, dan tidak mengikat Ajaran ini biasanya disebut kelompok 

ajaran yang Zhanni. 

1. Tujuan Pengundangan Hukum Islam 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam 

adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dari di akhirat 

kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah 

atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup 

manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Jika 

diteliti semua fan dari penjelasan-penjelasan Ushul Fiqh yang 
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merupakan asas hukumnya, semua ajaran hukumnya mengarah pada 

tiga aspek dasar, yaitu Pertama mendidik perorangan dan pribadi 

supaya menjadi sumber kebaikan buat masyarakat dan jama'ah, dan 

jnganlah pribadi (perorangan) Itu menjadi sumber malapetaka buat 

masyarakat.
74

 Hal ini dapat dilihat pada ajaran-ajaran akhlak dan 

ibadat, terutama ibadat yang empat. Shalat dengan selurh haiah, 

kaifiyat dan cara-caranya serta berkumpul manusia untuk 

mclaksanakannya adalah merupakan pusat pendidikan pribadi dan 

jama demikian halnya puasa dan haji dimana dalam jiwa ibadat ini 

mengandung unsur-unsur ikatan Kemasyarakatan atas dasar tali kasih 

yang lebih jelas. Lebih Lebih lagi zakat terdapat di dalamnya 

unsureunsur ikatan masyarakat yang lebih dalam lagi. 

Kedua: Syariat ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik 

keadilan dalam jama'ah Islamiyah atas dasar jalinan aqidah dan sosial 

maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial.
75

 

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5 

ayat 8 sebagai berikut: 
  َ َ ََََ  ََََ

    َ  ََََ ََََ   َََ

 َََََ ََ     

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu 

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
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bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.
76

 
 

Kemudian dalam syari'at Islam adalah sasaran utama dalam 

setiap segi dan aspek ajaran syariatnya baik yang berhubungan dengan 

hukum-hukum mu'amalat qadla' dan scbagainya. Dan arah utama dari 

keadilan Ini adalah dengan menempatkan semua manusia sama 

dihadapkan hukum dengan tidak membedakan kaya dan miskin, 

lemah dan kuat serta tingkatan-tingkatan yang dicenninkan manusia 

satu sama lainnya. 

Ketiga : Yang merupakan tujuan akhir dari pengundangan 

hukum dalam syara' adalah terwujudnya kemaslahatan manusia.
77

 

Setiap perkara hukum yang disyari'atkan dalam al-Qur'an dan Hadis, 

semua di dalamnya terdapat kemaslahatan hakiki yang umum dan 

bukan khusus untuk Suatu kelompok dam lingkungan tertentu, dan 

kemaslahatan ini bukanlah ukurannya pada penalaran pikiran manusia 

yang sifatnya nisbi dari relatif. Asas-asas kemaslahatan manusia 

tersebut, dituangkan dalam pembentukkan hukum dengan merealisir 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan 

memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap. 

Adapun hal yang bersifat dharuri, yaitu sesuatu yang menjadi 

pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk 

menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa 

adanya sesuatu itu, maka akan terganggu kehannonisan kehidupan 
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manusia, dan, tidak akan tegak kemaslahatankemaslahatan tersebut, 

serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi manusia, hal-hal yang 

bersifat primer (dharuri) bagi manusia dalam pengertian ini 

berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa. akal, 

kehormatan, dan harta.
78

 

Sedangkan hal yang bersifat hajjiy (sekunder), ialah sesuatu 

yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan 

dan lapang, juga untuk kesulitankesulitan beban yang hams dipikul. 

Dari tahsini yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup 

serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal-hal yang bersifat 

tahsini dalam pengertian ini adalah berpangkal pada akhlak mulia, 

tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut 

jalan yang paling baik.
79

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan 

pengundangan hukum Islam dapat dilihat dua segi yakni dari segi 

pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dengan 

tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, 

sekunder dan tersier (dharurivah, hajjiyah, dan tahsiniyyah). Dan dari 

segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam 

tersebut. Dengan tujuan hukum Islam itu adalah, untuk ditaati dan 

dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannva sehari-hari dengan 
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, 

cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak 

yang mudarat bagi kehidupannya.
80

 

2. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam 

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, 

yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari al-Ra'yu Doktrin 

pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi 

dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablun win Allah 

(hubungan vertikal), dari hablun Min al-nas (hubungan horizontal), al-

anirit bil nia'ruf wa alnahyu al-munkar, taqwa, adil, dan bijaksana serta 

mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan. Sehubungan 

dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik 

hukum Islam yaitu: 

a. Sempurna 

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari 

garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat 

tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari 

berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at 

isi am hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. 

penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka 

masyarakat.
81

 Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri 

hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, 
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, 

berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum 

Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di 

dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki 

adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain 

saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.
82

 

b. Elastis 

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, Luwes), Ia 

meliputi Segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, Hukum 

Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang 

muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Meski demiklan ia tidak 

memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam 

hanya memberikan kaidahkaidah urn urn yang mesti dijalankan oleh 

umat manusia.
83

 

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat 

dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat 

hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Baqarah (2): 

275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. al-jumu‟ah (62): 9). Dalam 

ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan 

keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual 

beli waktu azan Jumat. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa 

aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, 
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, 

tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan 

penetapan hukum jual beli. 

c. Universal dan Dinamis 

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam 

tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang 

lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab 

dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai 

dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di 

samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok 

untuk setiap zaman).
84

 

Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah 

hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa 

dan tempat. Dalam gerakannya hukum Islam menvertai 

perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. 

Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat 

memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian. 

dari nilai-nilai asasinya.
85

 

Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat 

dipahami lewat konstitusi negara mushm pertama. Madinah, 

menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan 

mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan 

kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab 
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, 

yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari 

keharusan membela negara dengan membayar Jizyah, yang. berarti 

hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah Zimmi, berarti 

orang non-Muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-

orang non-Muslim itu diberikan hak Otonomi yudisial tertentu. 

Warga Negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan 

menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah 

wahyukan. 

d. Sistematis 

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat 

sistematis adalah bahwa hukum Islam nu mencerminkan sejumlah 

doktrin yang bertalian secara logis, sating berhubungan satu dengan 

lainnya.
86

 Perintah shalat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan 

perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "makan dan 

minumlah kamu tetapi jangan berlebihan". Dalam hal ini dipahami 

bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya mermuamalah 

dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari 

rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial 

kctika mencari rezeki tersebut. 

e. Hukum Islam Bersifat Ta'aquli dan Ta'abbudi 

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup 

bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah 
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, 

terkandung nilai-nilai ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na 

(Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan 

apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad 

bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, di dalamnya 

terkadang nilai-nilai ta'aquli/ma‟aqulah al-ma‟na (rasional). 

Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan 

ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.
87

 

Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, 

aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik, karena semata-mata 

eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena 

rasionalitasnya. Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam 

tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga 

dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, 

merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat 

sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Swt, yang 

dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu 

akal (intelegensia) dari kalbu (hati nurani). 

Selanjutnya ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang 

membedakannya dengan hukum lain, adalah: 

1) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah Swt, yang terdapat 

dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya; 
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, 

2) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan 

tauhid) dan akhlak (moral); 

3) Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk 

kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin); 

4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat 

(kelak); 

5) Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah (kebersamaan) yang 

seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat; 

6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai 

dengan tuntutan waktu dan tempat; 

7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan 

kesejahteraan di akhirat.
88
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula 

dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.
109

 atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data 

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
110

 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna 

untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti 

berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data 

dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena 

tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar 

mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat 

                                                             
109

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.126. 
110

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 

15. 



 

, 

menghasilkan hipotesis baru. Dengan demikian, penelitian kualiatatif bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah 

manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah 

realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. 

Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari 

lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku 

mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) 

bukan hasil perlakuan (treatmen) atau manipulasi variable yang dilibatkan.
111

 Di 

samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca 

buku-buku, jurnal, al-Quran, hadist, serta artikel yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang tanggung jawab ayah terhadap 

anak pasca perceraian dan penolakan pemberian nafkah anak oleh mantan istri 

dari mantan suami menurut hukum islam. 

 J.R. Raco berpendapat bahwa John Creswell mendefinsikan penelitian 

sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah 

atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi kemudian diikuti 

dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan. Sesudah itu menentukan data 

memperjelas tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis 

data. Kemudian menafsirkan (Interpretation) data yang diperoleh. Penelitian ini 

berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Pembaca atau audience akan 

mengevaluasi dan selanjutnya menggunakannya. Dari identifikasi masalah hingga 
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pelaporan, semuanya berlangsung dalam suatu proses yang bertahap yang 

berurutan secara terartur dan sistematis.
112

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian adalah proses 

mencari tau masalah yang akan diteliti kemudian mencari bahan bacaan yang 

relevan sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya dilakukan 

proses penentuan dan pengumpulan data serta tujuan penelitian yang konkrit. 

Sehingga data tersebut bisa  dianalisa dan dilaporkan hasilnya. Jadi penelitian 

harus dilakukan bertahap dan berurutan secara teratur, serta sistematis. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan 

dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan 

sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-

aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum 

bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
113

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan melihat 

pula pada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang akibat 

perceraian yang di dalamnya mengatur tentang nafkah anak baik dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan peraturan Undang-undang. Pendekatan ini penulis 

fungsikan sebagai dasar untuk menganalisa masalah yang akan diteliti, dan juga 

melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat wujud praktik yang berkembang dalam 

masyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai 

provinsi Riau karena penulis melihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi dan 

kasus ini belum ada yang meneliti sejauh pengetahuan Penulis. Sedangkan untuk 

waktu penelitian ini akan dilakukan setelah di berikan surat izin riset oleh 

Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan 

Camat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pada Bulan April sampai Juni 2023. 

C. Sumber Data Penelitian 

Disaat melakukan penelitian, tentu ada banyak hal yang harus 

diperhatikan, yakni di mana salah satunya ialah sumber data penelitian. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas.
114

Dalam hal ini adalah masyarakat 

kecamatan Bukit Kapur kota Dumai dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari bahan-

bahan bacaan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kitab fiqih kontemper dan 

lain-lain yang dapat mendukung data primer.
115

 Data ini peneliti peroleh secara 

tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam 

hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun 
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literatur yang dikaji bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses 

melalui mesin pengindeks Google Scholar yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini yaitu berdasarkan kepada: 

1. Pengamatan (Obervasi) 

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secaara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Penulis mengamati penolakan nafkah anak dari mantan suami oleh 

mantan istri sangat bertentang dengan hukum Islam dan norma-norma sosial 

budaya yang ada di Kecamatan Bukit kapur kota Dumai. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan 

dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap 

berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. 

Atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu.
116
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Wawancara pada penelitian tentunya bertujuan untuk mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta 

pendirian-pendirian masyarakat tersebut, hal ini tentu menjadi suatu pembantu 

utama dari metode observasi.
117

 Oleh karena itu, wawancara dijadikan salah 

satu cara untuk mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai berjumlah 10 orang yakni 

lima (5) mantan istri dan lima (5) mantan suami yang berada di Kecamatan 

Bukit Kapur Kota Dumai. 

3. Studi Kepustakaan 

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa 

dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Hal ini bermaksud, di mana studi kepustakaan digunakan untuk menunjang 

sumber-sumber primer yang telah didapatkan melalui observasi dan 

wawancara. Maka dari itu, dibutuhkan sumber-sumber sekunder dari bahan 

bacaan yang berkaitan dengan variable penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan 

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta 

dengan melihat singkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara 

hierarki.
118
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Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis 

data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data merupakan 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain, sehingga dapat 

dengan mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
119

 

Berpikir induktif bermakna penelitian yang dilakukan dengan berangkat dari 

fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang 

memiliki sifat umum. Teknik analisis data yang digunakan, berdasarkan data yang 

bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat 

umum.
120

 Pada penelitian ini, analisis daya yang digunakan ialah untuk 

menganlisa mengenai tinjauan hukum Islam tentang penolakan mantan istri 

terhadap nafkah anak yang diberikan mantan suami. 
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